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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum positif Indonesia dikenal adanya hukuman rasdu pidana
mati. Dalam KUHP Bab Il mengenai Pidana, pasal Edhyatakan mengenai
macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari padg@okok dan pidana
tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidanakpglang menempati
urutan yang pertama.

Hingga akhir 2006 terdapat setidak tidaknya 10 tpeaa perundang-
undangan di Indonesia yang masih mengandung ancdmieman mati.
Beberapa peraturan perundang undangan yang masimine hukuman mati
antara lain Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KYH&tab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 22umal997 tentang
Narkotika?

Pada tanggal 30 September 2005, Sidang Paripurid RPtelah
menetapkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) mangengesahan
dua Kovenan Internasional di bidang Hak Asasi Manusenjadi Undang-
Undang. Kedua Kovenan tersebut addfgbrnational Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR)an International Covenant on Economic, Social

! Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidanalakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, him.
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and Cultural Rights (ICESCRgtau Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tent&tak-hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya. Sidang Paripurna dihadiri oleh Mertear Negeri Rl mewakili
pemerintah. Seluruh fraksi DPR menyatakan dukurigdradap pengesahan
kedua RUU tersebut menjadi Undang-Undang dengaerapea catatan yang
disampaikan kepada pemerintah berkaitan dengankgaglaan kedua
Kovenan tersebut di Indonesia setelah diratifikasi.

Ratifikasi kedua Kovenan ini dilakukan dengan mernikib@
pernyataan (deklarasi) terhadap Pasal 1 yang ba&nkadengan hak
menentukan nasib sendirright of selfdetermination yang tidak berlaku
untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka pangaulat dan tidak
dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorondgkan-tindakan yang
akan memecah belah atau merusak, seluruh atauviaebedegritas wilayah
atau kesatuan politik negara berdaulat dan merdeka.

Dengan meratifikasi kedua Kovenan ini diharapkaranakdapat
meningkatkan citra Indonesia dan pada giliranny@nakampu memulihkan
kembali kepercayaan Internasional terhadap Indand2engesahan kedua
Kovenan tersebut juga akan meneguhkan serta meti@anpeembali posisi
Indonesia sebagai negara yang sungguh-sungguh aid@@gpemajuan dan

perlindungan hak asasi warganya. Dengan demikidonkesia akan memiliki

% www.hukumonline.com DPR Setujui Ratifikasi Dua Koan Internasional diakses
tanggal 30 Maret 20009.



suatu dasar yang lebih kuat bagi pelaksanaan pamajan perlindungan
HAM di masa depaf.

Kedua Kovenan ini akan semakin melengkapi dan meapkan upaya
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia termatiuidang legislasi.
Hal ini akan memberikan jaminan kepada seluruh abkpdonesia bagi
pemajuan dan perlindungan HAM yang mencakup hakigK, politik,
ekonomi, sosial dan budaya, serta sekaligus pulgkunemagari kedaulatan,
integritas teritorial dan kesatuan politik NegamsKtuan Republik Indonesia.

Namun perdebatan muncul ketika banyak orang mulkemamyakan
apakah pidana mati masih relevatau layak diterapkan sebagai suatu
hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut diloatatkukan tanpa alasan,
karena kebanyakan dari masyarakat Indonesia meggpn@idana mati
melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untidulp. Hak itu terdapat
dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “seti@mgberhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehichya’. Sehingga
mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hakpaimg mendasar
dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Telah diakui bahwa hak untuk hidup merupakan hasiasanusia
paling dasar. Bahkan dapat dikatakan bahwa hakkuhigdup merupakan
sumber dari seluruh hak asasi manusia lainnya deenk itu patut menjadi
hak yang paling dihormati. Dengan berakhirnya dwaafy Dunia dan

dimulainya proses dekolonisasi, masyarakat Intenat memberikan

“Ibid.
® Ibid.



landasan bagi pemajuan dan perlindungan terhadapdasi manusia, dengan
memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi m@a®UHAM). Oleh
karena mereka mengakui “martabat yang melekat”“tlak yang sama dan
tidak dapat dicabut bagi seluruh umat manusia,”’elifjUmum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan hak untuk hidupndadsal 3 DUHAM,
yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hatukumidup, merdeka
dan rasa aman bagi dirinya.”"Dengan demikian, DUHAMrupakan langkah
pertama yang untuk meningkatkan secara bertahapatdnperlindungan hak
asasi manusia termasuk hak untuk hidup di dalaB\PB

Hak untuk hidup selanjutnya dicantumkan pada Komdngernasional
tentang Hak Sipil dan Politik, dalam pasal 6 yaegkali menyatakan bahwa
“seluruh umat manusia mempunyai hak untuk hidupyyaersifat melekat.”
Ketentuan itu selanjutnya menyatakan bahwa “hakharus dilindungi oleh
hukum,” dan bahwa “tidak seorangpun dapat dicabdupgmya dengan
sewenangwenang.” Sebagai hasil dari perkembanganpé&majuan dan
perlindungan terhadap hak untuk hidup, sebagairdgamin oleh sejumlah
instrumen internasional, tidak lagi dianggap sebagesalah eksklusif dalam
yurisdiksi dalam negeri suatu negara tertentupteterupakan permasalahan
Internasional. Negara harus menjamin agar aparateysghormati kehidupan
orang dalam yurisdiksi mereKa.

Terlepas dari konsep tersebut, bahwa setiap keterdgama Islam,

termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pereman perlindungan

® Komisi Nasional Hak Asasi Manudi®@mbar Fakta HAM edisi lllJakarta: Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia,2007, him. 161.
7 -
Ibid.



terhadap hak asasi manusia serta kepentingan mantligjuan utama
penjatuhan pidana dalam syari'at Islam adalah unpekcegahan dan
pengajaran serta pendidikan.

Selain itu syari'at Islam tidak lupa memberikanhzgran kepada diri
pelaku, bahkan memberi pelajaran dan mengusahatzaiklan terhadap diri
pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjaofarusia terhadap
jinayat bukan karena takut akan pidana, melainkaera kesadaran diri dan
kebencian terhadap jinayat, agar mendapat ridhahAll

Hak asasi manusia yang tercakup dalam Kovenanfétedasar dan
luas ruang lingkupnya; pengecualian yang ada hahys¢batas hal-hal yang
diizinkan Kovenan itu sendiri. Lebih jauh lagi, hizktentu tidak pernah boleh
dibekukan atau dibatasi walaupun dalam keadaanratar@iidak satupun
negara pihak dapat mengabaikan kewajibannya unelindungi hak untuk
hidup, menjamin kebebasan dari penganiayaan, kehebdari perbudakan
dan perhambaan, perlindungan dari pemenjaraan lt#sng piutang,
kebebasan dari hukum pidana yang berlaku suruyhtik diakui statusnya
sebagai pribadi di depan hukum, serta kebebasaruk urterpikir,

berkeyakinan, dan beragarffa.

8 Soerjono Soekantalentifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis MelaBenelitian Hukum
Normatif dan EmpirisJakarta: IND HILL CO,1988, him. 87
9 .
Ibid
19 Komisi Nasional Hak Asasi Manusi@p.Cit, him. 200



Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Qur'an menegaskara lain:

&

Was 38 Legllas b 209 Gy ) i 35 0 kD 135 v

(V7 e V) Tyglals O Gy Jal 3 O30 96 Ll 33

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang afifamkan

Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu (alagang benar.

Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesumggu Kami

telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tgeaqganlah ahli

waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesumyguia adalah

orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra’ 33).

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak gasgrdibawa
manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Mah@ Esa, maka perlu
dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tiddddasumber dari negara
dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tsblbagai pencipta alam
semesta beserta isinya, sehingga hak asasi matwdidak bisa dikurangi
(non derogable right Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan
hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlimtiuteyhadap hak asasi
manusia tersebdft.

Dalam Al Quran pun secara tegas menyatakan bahsiaml

mempertahankan “keseimbangan” seperti setiap olsrgak memperoleh

hukuman yang tidak berlebihah.

! Departemen Agama Republik IndonegihQuran dan TerjemahSemarang: Tanjung
Mas Inti, 1992, him. 429

2 Rozali Abdullah, SyamsiPerkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di
IndonesiaJakarta: Gahlia Indonesia, 2002, him. 10

13 Baharuddin Lop#l-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusi¥,ogyakarta: Dana Bhakti
Prima Yasa, 1996, him. 53



Menilik hal tersebut diatas, maka permasalahan rmdfitasikan
kedalam skripsi yang berjuddPIDANA MATI MENURUT PASAL 6
INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITIC RIGHTS (
ICCPR)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis munculkan dalaipsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan terhadap pidana mati dan ldaip mhenurut

pasal @nternasional Covenant Civil And Politic RightsGCPR)?
2. Bagaimana pembatasan-pembatasan terhadap kritejédnakan
yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasategniaisional
Covenant Civil And Politic Rights kaitannya dengaomkum
Islam?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pidana mati dan hak hidup menpeadal 6
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Palitik

2. Untuk mengetahui batasan-batasan terhadap kritezgjahatan
yang dapat dikenakan pidana mati menurut pasal Geian
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik kaitgandengan

hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pidana mati sudah pernah slibalea
beberapa mahasiswa Fakultas Syari’ah, baik mekdjian kitab maupun
kajian hukum pidana Islam.Akan tetapi pembahasangerai pidana mati
menurut pasal 6 pada Kovenan Internasional Hakl 8gm Politik, belum
pernah disinggung oleh mahasiswa Fakultas Syarl&N Walisongo
sebelumnya.

Adapun beberapa pustaka yang dapat dijadikan aselaagai bahan
penulisan adalah sebagai berikut: Sir Nigel Rodlal\am bukunya th®eath
Penalty Beyond Abolitioryang bertemalhe United Nation’s Work in the
Field of the Death Penaltierbitan Council of Europe Publishing menyatakan
bahwa pidana mati merupakan ‘pencabutan/perampdsdop secara
sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasalvén&n Internasional
Hak Sipil dan Politik. Bahwa hukuman mati dapatydiakan sesuai dengan
ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Saoil Bolitik apabila diatur
oleh hukum nasionaf.

Roling dalam buku “Pidana Mati di Indonesia masdu,lkini dan di
masa depan” karya Dr. Andi Hamzah, S.H menganjurkaaiu argument
bahwa pidana mati justru mempunyai daya destrukéiftu apabila negara
tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepak dengan
tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kkimamdpesar dan akan

berkurang pulalah hormat orang pada nyawa manDsamping itu, masih

4 Sir Nigel Rodley,The United Nation’s Work in the Field of the De&hnalty, the
Death Penalty Beyond Abolitip@ouncil of Europe Publishing, 2004, him. 135.



ada lagi suatu bahaya yaitu perbuatan membunuh égfara itu akan
memancing-mancing suatu penyusulan pula terhad&pnya

Disamping menelaah pendapat para ahli hukum daratgptdndang
dalam penulisan ini. Penulis juga menelaah skryasig berkaitan dengan
permasalahan tentang pidana mati, diantaranya:

1. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (SArdlisis
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 tahun020entang
Tindak Pidana Tertentu) karya Ach Agus Imam Hdrhusan tahun
2003 mengemukakan bahwa hukuman mati menurut Rdtwahanya
dikenakan pada tindak pidana tertentu sajdajelis Ulama
Indonesia/MUI juga mengeluarkan fatwa tentang hukurmati pada acara
Musyawarah Nasionalnya yang ke-7, 28 Juli 2005 attata. MUI
mendukung hukuman mati untuk kejahatan tertenttwa&ukuman
mati merupakan satu dari sebelas fatwa MUI lainrsgperti
mengharamkan perkawinan beda agama, mengharamiealigohe,
menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, dagasepa.

2. Problematika Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesliand Tinjauan
Yuridis — Kriminologi karya Rachmat Kurniawan maisag Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang lulus tah062 Dalam
skripsi ini dijelaskan bahwa : Pertama, di dalamdaamgan hukum
pidana yang bertujuan melindungi masyarakat tegh&eéghatan dan

penjahat, haruslah disertai penentuan tujuan peraare yang tidak

> Andi Hamzah, SumangelifRidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Mas
Depan Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, him. 38.
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hanya semata-mata sebagai pembalasan, melainkasmping
mempertahankan ketertiban masyarakat juga memputyaian
kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan unkefahatan
tertentu harus dibinasakan. Kedua, secara krimgi®joada umumnya
mengklarifikasikan kejahatan dengan menggolongkams j penjahat
yang tidak dapat diperbaiki dalam artian tidak dagkinkan dengan
upaya “treatment”. Sedangkan untuk golongan kegathddin masih
dapat dikenakan upaya treatment. Ketiga, pidanai ndapat
diancamkan pada perbuatan-perbuatan pidana yangyangkut
golongan kejahatan yang berat di dalam KUHP, dandalam
hukuman khusus (diluar KUHP).
E. Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini berdasarkan studi kepustakgesmy relevan
yang nantinya berguna sebagai alur analisis skkgdepan, maka digunakan
metode sebagai berikut :
1. Sumber Data
Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara datag
diperoleh langsung dan dari bahan pustdk@alam penelitian yang
dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik penmuam data
kualitatif yang bersifatdeskriptif yang bertujuan untuk mencari
informasi faktual yang mendetail yang mencandralgeyang ada,

untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untundapatkan

18 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta : Ul Press, 2007, him. 11



2.
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justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedamgangsunt.
Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitinyaitu:

Pertama data primer, yaitunternational Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPRatau Kovenan Internasional Hak Sipil
dan Politik

Kedug data sekunder yaitu berupa buku pokok yang measbah
mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Rolialam Death
Penalty Beyond Abolition dan U.N. Covenant on Carild Political
Rights CCPR Commentary"®revised editiondan bahan-bahan
pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendpped pakar atau
praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengampasalahan yang
sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengaamhdm yang
diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yangmiliki relevansi
dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian ipanelBahan-
bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalanmyusun
ketajaman analisis.

Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka analisa dilakukamgan
cara Penelitian Deskriptif Data deskriptif sering hanya dianalisis
menurut isinya dank arena itu analisis semacamjuga disebut

analisis isi ¢ontent analisis}®

" Sumadi Suryabratajetodologi PenenlitanJakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, him.

18 bid, him. 85.
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Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah pénali yang
bermaksud untuk membuat pencandraan( deskripsijyenan situasi-
situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini pigiae deskriptif itu
adalah akumulasi data dasar dalam cara deskrgtibta-mata tidak
perlu mencari atau menerangkan saling hubungantestehipotesis,
membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan irsplikalaupun
penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-bedebut dapat
mencakup juga metode-metode deskritif.

Dalam penelitian ini yang akan dideskriptifkan athapidana
mati dengan Internasional Covenant Civil And PolRights (ICCPR),
khususnya mengenai pemberlakuan pidana mati balgk-cigik
pidana tertentu. Sehingga hasil penelitian ini tapgadikan
rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan pegrutiaangan di

Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, peskdisan

karya tulis ini disusun dengan sistematika seblagakut:

Bab |

: Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakan@latas
mengenai pidana mati yang tercantum dalam KUHP dan
dalam Undang-Undang yang lain, dilanjutkan dengan

rativikasi dua Kovenan Internasional yang salahu sat

19 Sumadi Suryabratajetodologi PenelitianJakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, him. 19.



Bab Il

Bab IlI
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diantaranya adalah Kovenan Internasional tentaak H
Sipil dan Politik dimana dalam pasal 6 Kovenaneleus
mengatur tentang hak hidup dan pembatasan pidathia ma
Dan Islam mempertahankan “keseimbangan” seperti
setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak
berlebihan. Dalam penulisan skripsi ini digunakaetode

penelitian Korelasional.

: Landasan Teori tentang Pidana Mati

Dalam bab ini berisi deskripsi atau tinjauan umum
tentang pidana mati dari pengertian dan dasar riujua
penjatuhan pidana mati yang nantinya akan jugahdiba
mengenai pidana mati dalam arti luas secara merinci
Pada pembahasan pidana mati dalam hukum Pidana Isla
pun akan coba dikupas mengenai pengertian, dasar da
tujuan jarimah kemudian macam-macam perbuatan
pidana dalam Islam yang memiliki sanksi pidana mati
Dan juga pembahasan tentang pelaksanaan eksekiisi ma

dalam hukum Islam.

. Pidana Mati menurut Kovenan Internasiodak Sipil

dan Politik dan Hukum Islam
Dalam bab ini Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik dibahas dari mulai sejarah lahirnya,pokapk

hingga pengaturan pidana mati dan hak hidup yang



Bab IV

Bab V
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terdapat di dalamnya. Dan tentu saja pembahastanten
pembatasan-pembatasan pidana mati dalam Kovenan

Internasional Hak Sipil dan Politik.

. Analisis Pidana Mati menurut pasal 6 Kpan

Internasional Hak Sipil dan Politik.

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang meiaupak
analisis masalah yang mencoba untuk menjelajamaida
mati yang kaitannya dengan hak hidup. Dan mengasali
pembatasan-pembatasan tentang kriteria pidana yang
dikenakan pidana mati dalam kaitannya dengan Hukum

Pidana Islam.

: Penutup

Bab ini membahas hasil penelitian dan jawaban dari
analisis mengenai pidana mati yang telah dilakysaaa

bab sebelumnya yang dirangkum dalam kesimpulan. Dan
selanjutnya saran dan penutup sebagai akhir dari

pembahasan.



